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ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam 

memperoleh pelayanan publik yang adil, setara, dan nondiskriminatif, 

diperlukan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi melalui pembentukan 

Rumah Inspirasi sebagai pusat layanan bagi Penyandang Disabilitas di daerah. 

Pembentukan Rumah Inspirasi dimaksudkan untuk mengatasi berbagai 

hambatan yang masih dihadapi Penyandang Disabilitas dalam mengakses 

layanan dasar yang inklusif sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan layanan yang mudah diakses, terpadu, dan 

berorientasi pada pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, 

ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Rumah Inspirasi sebagai 

landasan hukum dalam pelaksanaan layanan tersebut. 

 
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 

1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir 

dengan UU No.1 Tahun 2026. 

 
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas 

dan fungsi, susunan organisasi, mekanisme layanan, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan, serta pendanaan Rumah Inspirasi sebagai pusat layanan bagi 

Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Rumah Inspirasi berkedudukan di 

setiap kecamatan dan berfungsi memberikan fasilitasi layanan serta 

pendampingan akses layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Penyandang 

Disabilitas. Layanan yang diberikan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial, ketenagakerjaan, pengembangan usaha mikro, kesehatan mental, 

infrastruktur dasar, pertanian, peternakan, perikanan, administrasi umum, serta 

layanan lain sesuai kewenangan pemerintah daerah. Peraturan ini juga 

mengatur pembentukan tim pembina dan tim pelaksana, mekanisme pelayanan 

berbasis sistem aplikasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala, 

serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2026 
dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2026. 

 - Penjelasan: -. 

 - Lampiran: -. 

 


